ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN 

PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK

(Studi Kasus Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir Oku Selatan) by Senjha, Haryanto
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN 
PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK 
(Studi Kasus Desa Galang Tinggi  Kec. Mekakau Ilir Oku Selatan) 
Skripsi 
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 














UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG 




ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERGESERAN 
PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK   





Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 




NPM : 1621010194 






Pembimbing I : Dr Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 













UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG 







Hukum Waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta 
peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja 
yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut bagian masing-masing dari 
harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. Untuk anak laki-laki 
mendapat bagian 2/1 sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian ½ . Adapun 
rumusan msalah pada penelitian ini, apakah penyebab terjadinya pergeseran waris 
adat Semende Lembak, selanjutnya bagaimana analisis hukum Islam terhadap 
peregeseran waris adat Semende Lembak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya pergeseran waris adat Semende 
Lembak, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap 
peregeseran waris adat Semende Lembak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan Field Research yang bersifat analisis deskriptif, metode 
pengumpulan datanya yaitu interview, observasi dan wawancara. Untuk menganalisa 
data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif . 
Berdasarkan penelitian ini ditemukan data dilapangan bahwa pembagian waris di desa 
Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan tidak menggunakan 
hukum waris Islam tidak juga menggunakan hukum waris adat Semende Lembak 
melainkan harta waris dibagikan secara sama rata agar tidak adanya perselisihan 
diantara ahli waris supaya mendapatkan pembagian yang adil yang dilakukan dengan 
musyawarah mufakat diantara keluarga. Analisis hukum Islam terhadap peregeseran 
waris adat Semende Lembak diantara syarat pembagian waris ialah adanya keadilan, 
karena ketidak adilan orangtua akan menjadi sebab kebencian diantara anak. Tapi 
disisi lain jangan sekali kali seorang anak berprasangka buruk dan berkata orangtuaku 
tidak adil. Jika pada dasarnya dalam pembagian waris tidak menginginkan perpecahan 
dalam keluarganya karena pembagian waris yang tidak adil, hal itu senada dengan 
hukum Islam yang sangat menenkankan adanya keadilan dari segala aspek dalam 
kehidupan, karena itu jika mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang 
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                
”Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagiaan pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu:bahagian seseorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika 
itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi untuk menghindari 
kesalah pahaman tentang penelitian ini, maka penulis akan  menguraikan 
terlebih dahulu arti dari judul yang akan dibahas. Judul penelitian yang dibahas 
ini adalah: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK 
PERGESERAN PELAKSANAAN WARIS ADAT SEMENDE LEMBAK. 
Adapun istilah-istilah judul tersebut adalah sebagai beirikut: 
1. Analisis 
Di dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap 
suatu pristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 
keadaan yang sebenar-benarnya (sebab-akibat, duduk perkaranya).
1
 
2. Hukum Islam 
Adalah kumpulan peraturan dalam ajaran Islam yang menyangkut 
ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan 
manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk 
tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara 
berbuat dan tidak berbuat.
2
 
Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia hukum Islam adalah 
ketentuan hukum yang temukan langsung oleh  Allah yang terdapat  dalam 
Al-Qur‟an dan penjelasan- penjelasan Nabi Muhamad SAW yang kini 
dapat kita baca dalam kitab-kitab hadist. 
                                                             
1
  Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi 
kedua, h. 58. 
2
 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakartra: PT 
Radja Grafindo,2009),  h. 10. 
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3. Praktik Pelaksanaan 
Praktik adalah perbuatan menerapkan teori keyakinan dan sebagainya, 
pelaksanaan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 
seacara matang dan terperici, implementasinya biasanya dilakukan setelah 




Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang 
yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau suatu cara 
peneyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang 




5. Waris Islam 
Hukum waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan 
pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada 




6. Waris Adat 
Waris adat memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 
mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 





                                                             
3
  Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, 
edisi kedua, h. 1098. 
4
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris  (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13. 
5
 Mawardi Muzamil,  Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 1981) , h. 16. 





Semende atau Semendo adalah suatu suku yang berasal dari Pulau 
Sumatra. Semende termasuk bagian dari kelompok Pasemah, termasuk 
Lematang, Lintang, dan Lembak. Secara geografis suku Semende dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu Semende Darat di Kabupaten  Pulau 
Panggung dan Muara Enim. Sedangkan Semende Lembak bertempat di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 
Bedasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah menganalisis  penyebab 
pergeseran waris adat Semende Lembak di Kecamatan Mekakau Ilir 
Kabupaten Oku Selatan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul Tinjauan 
Hukum Islam tentang praktik pelaksanaan waris Adat Semende  Lembak 
adalah sebagai berikut:   
1. Alasan Objektif 
a.  Sistem pembagian waris pada adat semende yakni kewarisan dengan 
sistem Tunggu Tubang, harta hanya diwariskan anak Tunngu Tubang 
dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak bisa diperjual belikan, 
hanya berhak mengelola dan mengambil manfaatnya saja. Namun pada 
masyarakat Desa Galang Tinggi sebagai masyarakat adat semende 
dalam hal pembagian waris telah mengalami pergeseran, yang tadinya 
jatuh kepada Tunggu Tubang, namun dalam pelaksanaannya para 
orang tua membagikan warisan kepada seluruh anaknya dengan sama 
rata, tentu hal tersebut sudah bergeser dari ketentuan adat semende. 
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b.  Penulisan ini lebih mengarah pada pergeseran pelaksanaan Waris Adat 
Semende Lembak. 
2. Alasan subjektif 
a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh 
sebagagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam yang meliputi 
hukum keluarga dimana hukum waris adalah bagian dari kajian 
perkuliahan. 
b. Judul tersebut belum pernah dibahas sebelum nya, jadi dipandang baik 
untuk dibahas dalam skripsi ini. 
C. Latar Belakang 
Di antara yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan 
Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan 
yang timbul akibat dari suatu kematian. Dalam istilah lain, waris disebut juga 
dengan fara‟idh yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam 
kepada semua yang berhak menerimanya.
7
 
Warisan disebut juga merupakan harta peninggalan, para ulama 
mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli 
waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga 
sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli 
waris. 
Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan 
hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai 
akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal bagaimanakah berbagi 
hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia 
                                                             
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Pustaka Setia,2009), h. 13. 
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akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
8
Aturan tentang warisan  




                      
                         
                            
                            
                               
                         
                        
                     
                      
                           
                      
                             
    
 
Artinya:Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan  dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 
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 Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak: jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 
ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
 
Di dalam ayat di atas Allah SWT mewasiatkan atau memerintahkan 
mengenai anak-anak mu dengan apa yang akan disebutkan ini yaitu sebagian 
seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan diantara 
mereka.
11
 Jika ketiga mereka itu berkumpul,maka bagi yang lelaki seperdua 
harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. 
 Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas 
maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik 
yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan 
Rasulullah SAW, melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih 
menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar 
hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat 
normatif.  
Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah 
menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam 
memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta 
waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan 
hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah 
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melaksanakan ibadat dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu 
yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.
12
 
Melaksanakan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak 
kepada Allah dan Rasul nya, jika tidak didasarkan pada keimannan tidak akan 
ada satu orang pun yang bersedia melaksanakan pembagian waris dengan 
sistem Islam. 
Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris 
adat dan sebaliknya hukum kewarisan pun berdiri sentra dalam hubungan 
hukum-hukum adat lainya. sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum 
yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah 
suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun nonmaterial dari 
suatu angkatan ke angkatan berikutnya.
13
  
Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal 
banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara 
umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga 
corak yaitu prinsip patrilineal, matrelenial, dan bilateral atau parental. 
14
 
disamping ketiga prinsip keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain 
yang merupakan perpaduan dari ketiga prinsip tersebut, misalnya prinsip 
patrilineal beralih-alih (alternrend) dan prinsip unilateral berganda (dubbel-
unilateral). Prinsip-prinsip garis keturunan tersebut sangat berpengaruh 
terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan. 
Dalam hal ini hanya akan dibahas sistem kekeluargaan matrilineal adat 
Semendo atau Semende. Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia terbitan LP3ES 
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menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata Se yang berarti 
satu dan Mende yang berarti induk atau ibu.
15
 
Masayarkat suku ini terbagi dua kelompok, yaitu Semende Darat yang 
bermukim di daerah Kabupaten Muara Enim, dan Semende Lembak yang 
bermukim di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
16
 Pada dasar nya 
masyarakat adat Semende Lembak ini sama seperti semende darat menganut 
tradisi tunggu tubang, sesuai dengan tradisi tunggu tubang anak petempuam 
paling tua menjadi pemegang harta warisan keluarga. Warisan berupa rumah 
dan sawah itu tidak boleh dijual. Masyarakat semende lembak ini  sama 
dengan semende darat dalam menjalankan adat istiadat sangatlah fanatic, akan 
tetapi masyarakat Semende lembak sekarang berbeda dengan dulu banyak 
masyarakat yang meninggalkan tradisi adat contoh nya cara pembagian 
warisan, dahulu masyarkat Semende lembak ini menggunakan cara 
pembagiian tunggu tubang, akan tetapi tradisi adat seperti ini sudah banyak 
hilang di Semende Lembak yang bertempat di Oku Selatan khusus nya 
Kecamatan Mekakau ilir.  
Tradisi tunggu tubang ini sebenarnya dahulu masih digunakan oleh 
kalangan masyarakat di Kecamatan Mekakau Ilir akan tetapi pada saat ini 
banyak masyarakat yang tidak menggunakan tradisi tunggu tubang, 
sebenarnyaa ada beberapa faktor yang mempengaruhi bergesernya tradisi ini 
anatara lain karna moderenisasi. Oleh karna itu, penelitian ini berfokus 
terhadap praktik  pergeseran pelaksanaan waris adat semende. Dimana 
sebelumnya adat ini menggunakan tradisi Tunggu Tubang. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlunya 
mengkaji “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Pelaksanaan  
Waris Adat Semende Lembak Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan”  inilah 
yang menjadi dasar penulis menulis judul ini untuk mencari faktor penyebab 
terhadap pegeseran waris di Adat Semende Lembak.  
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian memberikan batasan dalam study dari pengumpulan 
data peneliti sehingga peneliti akan fokus dalam memahami masalah-masalah 
yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di 
lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahanya, sehingga 
rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 
Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Waris Adat Semende 
Lembak. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di ambil rumusan 
masalah yaitu: 
1. Apakah Penyebab Terjadinya Pergeseran Waris adat Semende Lembak? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peregeseran Waris Adat 
Semende Lembak? 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum 
Islam terhadap pergeseran waris adat Semende lembak serta relevansnya 





a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
kajian mengenai pergeseran waris serta relevansinya dalam pembagian 
waris secara hukum islam dan adat. 
b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi  informasi 
kepada masyarkat mengenai pemahaman pembagian waris secara 
hukum waris Islam dan waris adat serta relevansinya dalam 
menerapkan pembagian waris yang benar. 
c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada Fakultas Syari‟ah 
dan Hukum UIN Raden Intang Lampung. 
G. Signifikansi Penelitian. 
Kegunaan penelitiaan yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 
penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun 
kegunaan praktis. 
a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam 
rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan refernsi 
atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarkat serta berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Analisis 
Hukum Islam Tentang Praktik Pergeseran Pelaksanaan Waris Adat 
Semendo Lembak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Oku 
Selatan. 
b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
11 
 
Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian 
agar validitas data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan penelitian 
pengumpulan data, pengolahan data da analisis data. Namun sebelum 
memaparkan ketiga metode tersebut, peneliti akan menguraikan terlebih 
dahulu tentang sifat dan jenis penelitian. 
1. Sifat Penelitian  
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-
kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, 
yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
17
 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek atau suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 
suatu kels peristiwa pada masa sekarang . 
2. Jenis Penelitian  
Dilihat dari jenis penelitianya maka penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam 
kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini akan menjelaskan 
tentang pergeseran waris di Semende Lembak. 
 
3. Sumber Data  
Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan, bersumber dari: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data 
langsung dari tangan pertama. Artinya dalam konteks penelitian ini 
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bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena 
mengandung data-data penting. Untuk memperoleh data Primer penulis 
melakukan wawancara dengan informan yang mewakili populasi.  
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diproleh oleh peneliti dari sumber -
sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi 
dokumentasi. Data sekunder dapat diproleh melalui catatan-catatan 
arsi, dokumen lain yang dapat digunkan sebagai informan pendukung 
dalam analsis data Primer. 
4. Metode pengumulan data  
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, 
maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpuan data. 
Diantaranya yaitu: metode Observasi, metode Interview dan metode 
Dokumentasi. 
a. Metode Observasi 
 Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 
Jadi Metode Observasi adalah suatu cara pengumpukan data yang 
dilakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 
gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dari suatu objek yang diselidiki. 
b. Metode interview  
Dengang teknik ini peneliti menggunakan tanya jawab secara lisan, 
teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas 
terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara 
13 
 
tersebut dilakukan dengan cara terarah dengan menggunakan 
pendekatan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
18
 
c. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku- buku dan 
sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. 
5. Metode Pengolahan Data 
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 
dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan Data (editing) 
Yaitu mengoreksi apakah data yang tekumpul sudah cukup lengkap, 
sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 
b. Rekonstruksi Data (reconstructing) 
Yaitu menyusun ulang data secara benar dan teratur, berurutan, logis, 
sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
c. Sistematisasi Data (sistemaziting) 




6. Metode Analisis Data  
Analisis data adalah proses mncari dan mengatur catatan lapangan  dan 
bahan lainya yang ditemukan dilapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis Kualitatif yang berpijak dari data yang didapat 
dari hasil wawancara serta hasil dari dokumentasi. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Pengertian Hukum Waris Islam 
1. Pengertian Hukum Waris Islam. 
Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah 
untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, Hukum 
kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena 
perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi 
Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. 
Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu “ harta Waris 
adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan 
untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
20
 
Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 
huruf d adalah “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh 
pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya”. Fiqh Mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab Fiqh dan 
Mawaris. Menurut Prof. T.M. Hasby As-Siddiqi dalam bukunya tentang 
Hukum Waris, fiqh Mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui 
orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar 
yang diterima oleh masig-masing ahli waris serta cara pengambilannya.
21
 
Istilah lain yang yang digunakan dalam disiplin ilmu ini adalah 
dengan mengunakan istlah ilmu faraidh yang bermakna secara bahasa 
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adalah kewajiban atau bagaian tertentu. Seorang ilmuan figh bernama Ibnu 
Rasyd mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui cara 




Mawaris secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras 
yang artinya warisan. Mawaris disebut juga faraidh. Faraidh jamak dari 
kata tunggal faridah yang berarti ketentuan bagian ahli waris yang secara 
jelas diatur dalam Al-Qur‟an.
23
 
Sedangkan dalam KHI, menggunakan kata hukum. Hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan 
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun Hukum 
Waris menurut KHI pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli Waris dan beberapa 
bagiannya masing-masing”. Jadi Hukum Waris Islam adalah seperangkat 
aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah 
meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk 
mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian 
masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan 
ajaran Islam.24 
Dalam literatur Hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama 
yang keseluruhannya diambil dari bahasa Arab, yaitu Waris, warisan, 
pusaka dan Hukum kewarisan, yang menggunakan nama Hukum Waris, 
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memandang kepada orang yang berhak menerima harta Warisan, yaitu yang 
menjadi subjek dari Hukum ini.  
Dalam istilah Hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan 
mengambil kata Waris dengan dibubuhi kata awalan ke dan ahiran an. Kata 
Waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat 
berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal 
orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung 
makna ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup 
dan dinyatakan berhak menurut Hukum yang diyakini dan diakui berlaku 
dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.
25
 
2. Dasar Hukum Waris  
a) Al-Quran. 
Al-Qur‟an merupaka sumber pokok hukum Islam. Karena itu, 
kendatipun sumber Hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum 
sesudah Al-Quran (sunah rasul dan ijtihad) harus tetap mengacu pada 
Al-Quran.  Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, 
Al-Quran telah memberikan pedoman yang cukup terinci. Dalam surat 
Al-Nisa‟ memuat hampir semua ayat-ayat kewarisan yang 
keseluruhannya langsung menjelaskan pembagian warisan dengan 
bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Seperti yang 
dijelaskan pada  QS. Al-Nisa [4] : 11, 12, 176. 
                     
                      
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                          
                           
                             
                     
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika 
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo 
harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 





                  
                  
                 
                      
                   
                      
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                      
                      
Artinya: “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) 
atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 
ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 




                      
                              
                         
                           
Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 
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dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli 
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 
maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak 
bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 




Hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: 
“Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: “Janda saad dating kepada Rasul 
Allah Saw., bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia berkata: 
“Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan saad yag telah gugur 
secara syahid bersamamu diperang uhud, paman mereka mengambil 
harta kekayaan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada 
mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” 
Nabi berkata “Allah Swt akan menetapkan hukum dalam kejadian ini 
kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.” Kemudian Nabi 
memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua 





Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya 
kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. 
Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan itu sendiri 
belum pernah terjadi pada zaman nabi, sehingga diperlukan usaha para 
ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan waris.
30
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Dalam menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain 
selain al-Quran dan hadis, perangkat itu adalah ijtihad. Ijtihad secara 
harfiyah berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan 
penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartiakan sebagai upaya yang 
sungguhsungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-Quran 
dan hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru. 
Kehadiran Islam yang dibawa Baginda Nabi Muhammad Saw. 
Adalah agama yang membawa keadilan, perdamaian dan kebaikan. 
Kehadirannya membawa nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Asas-
asasnya mengandung nilai universal, sempurna, elastis dan dinamis, 
sistematis dan bersifat ta‟abbudi dan ta‟aqquli. Kesemua asas-asas ini 
menjadi pedoman bagi umat Islam dimanapun berada. 
Salah satu yang menarik dalam asas tersebut adalah konsep 
ta‟abbudi dan ta‟aqquli. Ta‟abbudi yang diartikan sebagai “ghairu 
ma‟qulatil ma‟na” (harus diikuti seperti apa adanya/taken for 
granteed) adalah konsep yang didalamnya mengandung “ajaran Islam 
yang baku” yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara 
ta‟aqquli yang diartikan sebagai “ma‟qulatul ma‟na” (dapat 
dipikirkan), adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia 
dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan 
hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan. Lebih 
jelasnya, konsep yang berkaitan dengan ta‟aqquli adalah setiap hal 
yang berkaitan dengan bidang mu‟amalah (ahkam al-mu‟amalat), 
21 
 
seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang 
berkaitan dengan kepentingan umum.
31
 
Dengan demikian, konsep ta‟aqquli ini hampir berada dalam 
semua lini dalam Islam. Sehingga, timbul sebuah pertanyaan, mengapa 
peranan akal dalam Islam menempati posisi yang fundamental?. Hal ini 
dikarenakan menggunakan akal (ta‟aqquli) adalah bagian dari pesan 
yang terkandung dalam al-Qur‟an. Akal merupakan tonggak kehidupan 
manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya. Karenanya, 
bila ada sebuah penafsiran yang khususnya berkaitan dengan ibadah, 
ternyata menonjolkan uraian tentang hikmah pensyariatan ibadah, 
maka tafsir itu rasional, karena pada dasarnya hikmah sendiri 
merupakan bahasan atau ilmu yang bersifat pemikiran (al-„ilm al-
nadzar), atau ia merupakan pembicaraan yang rasional (al-kalam al-
ma‟qul). Dengan kata lain, apabila tafsir tersebut mempunyai 
kecenderungan (al-naza‟at) pada upaya-upaya perbaikan masyarakat 
(al-ishlah al-mujtama‟), atau juga mengandung kecenderungan pada 
pembaruan bidang pemikiran keagamaan (tajdid al-fikr aldini) maka 
tafsir itu tergolong rasional.
32
 
Begitu pentingnya peranan akal dalam memahami pesan teks 
keagamaan, maka ijtihad dalam konteks perkembangan zaman adalah 
sebuah keharusan, sebab makna ijtihad yang berarti badzlul juhdi 
fistinbatil hukmi adalah upaya mujtahid dalam menyikapi setiap 
permasalahan yang ada. Dengan demikian, peran ijtihad bukanlah hal 
yang dianggap sepele dan sederhana, namun menjadi sesuatu yang 
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istimewa dalam agama Islam. Hal ini didasarkan bahwa peran ijtihad 
secara garis besar  dapat maknai dalam tiga segi, yaitu: pertama, ijtihad 
dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari dhahir nash manakala 
persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash. Cara ini 
dilakukan setelah memeriksa keadaan „amm-kah ia atau khas, muthlaq-
kah atau muqayyad, nasikh-kah atau mansukh, dan hal-hal lain lagi 
yang bersangkutan dengan lafad. Kedua, ijtihad dilakukan untuk 
mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan 
memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi „illat bagi hukum nash 
itu: illat mansusah atau mustanbahah, „illat qasirah, ataukah 
muta‟addiyah, dan sebagainya. Cara ini dikenal dengan qiyas. Ketiga, 
ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah 
umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar. Cara ini dikenal 




Karena itulah, peran mujtahid dalam setiap masa sangat 
diperlukan, hal ini didasarkan dari sifat hukum yang bisa berubah 
dikarenakan perubahan waktu dan tempat. Sebagaimana dalam kaidah, 
taghayur al-ahkam bi al-taghayur al-azman wa al-amkinah. Sehingga 
kehadiran hukum terbangun dari kebijaksanaan (kearifan) dan 
kemaslahatan manusia. Dan syariah seluruhnya bersifat adil, penuh 
kasih sayang, berorientasi maslahat dan bijak. Karenanya, setiap 
masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih 
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sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju kecurangan, dan dari 
kebijakan menuju ke sewenangwenangan, maka bukanlah syariat.
34
 
Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya melalui deduksi analogis (kias), istihsân, istislâh, dan sad al-
dhârâ‟i. Dengan berbagai jalan tersebut para mujtahid mencari 
kesepakatan bersama. Kesepakan bersama tersebut dinamakan ijma‟. 
Contoh ijma‟dalam persoalan kewarisan misalnya pembagian 
warisan terhadap waria yang sebelumnya belum ada dalil dalam Al-
Quran dan hadis yang mebicarakan persoalan tersebut. Demikian juga 
ijtihad yang dilakukan Zaid bin Thabit dalam soal pembagian warisan 
pada kasus ahli waris terdiri ibu, bapak, dan salah seorang suami istri 
sudah mati, dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah 
suami atau istri mengambil bagiannya.
35
 
3. Prinsip Hukum Kewarisan Islam 
a) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan 
penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya 
dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, dan melarang 
sama sekali pembagian harta peninggalan yang menjadi prinsip 
komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan 
sendirinya tidak mengenal sistem warisan.  
b) Warisan adalah ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat 
menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan tanpa perlu 
kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan 
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hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani untuk melunasi 
hutang mayit (pewaris).  
c) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan 
perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. 
Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih 
diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya 
dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lemah. 
Misalnya ayah, lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung 
lebih diutamakan daripada saudara seayah.  
d) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan 
kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian 
tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri 
dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semuanya berhak 
mendapat warisan. 
e) Hukum waris Islam tidak tidak membedakan hak anak atas harta 
warisan. Anak yang besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, 
semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun perbedaan 
besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil 
kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-
laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak 
lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan 
nafkah keluarga.  
Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli 
waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, 
disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). 
25 
 
Bagian tertentu dari harta itu adalah ketentuan tersebut termasuk hal yang 
sifatnya ta‟abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi 
ketentuan Al-Quran (QS. Al-Ankabut: 13) adanya ketentuan bagian ahli 




4. Rukun dan Syarat Waris 
Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara 
Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak 
dipenuhi. Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat 
tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan 
perkara waris. Jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris 
tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan, pewaris, ahli waris.
37
 
a) Harta warisan  
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari 
harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit 
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran 
utang serta wasiat pewaris.
38
 Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta 
waris, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh mayat yang akan 
dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya 
perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.
39
 
Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab figh disebut juga 
dengan Tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal duniaBerupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha 
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berpendapat bahwa Tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, 
baik harta benda maupun hak hak kebendaan yang diwarisi oleh 
warisnya setelah ia meninggal dunia.
40
 
Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus 
dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya 
pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan 
wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum 
membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud 
dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi 
dengan biaya Pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan 
wasiat.  
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta 
peninggalan menjadi harta-harta warisan yang dapat diwariskan kepada 
ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun 
berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. 
b) Pewaris 
Pewaris adalah orang yang saat meninggalkannya beragama Islam, 
meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah 
pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak 
atas harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya 
yang masih hisup. Oleh karena itu seorang yang masih hidup dan 
mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, 
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Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan 
harus miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah 
meninggal dunia. 
c) Ahli Waris 
Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan 
kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah dengan pewaris, 
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 
waris. 
42
Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan waris, adalah 
orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris karena 
mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah 
orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari 




Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai 
adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang 
menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya 
pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia 
telah meinggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta 
kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan. 
Sedangkan hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli 
waris hanya dapat mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris 
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meninggal dunia. Masalah yang bisa muncul berkaitan dengan hal ini 
adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan, 
Dalam hal keberadaan seorang ahli waris tidak diketahui secara 
pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal 
dunia, dalam hal terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris 
dilakukan dengan cara mencari ahli waris tersebut apakah masih hidup. 
Itu dilakukan untuk menjaga hak ahli waris jika ternyata dia masih 
hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut tersebut tidak datang 
sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di 




Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri sebagai ahli 
waris dalam keadaan mengandung ketika pewaris meninggal dunia. 
Dalam hal ini terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak 
tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu 
maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.
45
 
Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih 
yang saling mewarisi mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan 
anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak 
diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal 
terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan 




5. Macam-Macam Ahli Waris 
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Ahli waris dapat dikelompokan menjadi 3 bagian
47
  
a. Ashobul Furudh. 
Ashobul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta 
peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, al-Sunnah dan 
ijma‟. Orang-orang yang dapt mewarisi harta peninggalan dari yang 
sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang 
laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 
Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.
48
  
1) Anak laki-laki  
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki  
3) Ayah  
4) Kakek (ayah dari ayah)  
5) Saudara laki-laki sekandung  
6) Saudara laki-laki seayah  
7) Saudara laki-laki seibu  
8) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)  
9) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)  
10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah  
11) Saudara seayah (paman) yang seayah  
12) Anak paman yang seibu seayah  
13) Anak paman yang seayah  
14) Suami  
15) Orang laki-laki yang memerdekakannya  
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Apabila semua ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 
(tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut. 
49
 
1) Suami  
2) Ayah  
3) Anak  




1) Anak perempuan  
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki  
3) Ibu  
4) Nenek perempuan (ibunya ibu)  
5) Nenek perempuan (ibunya ayah)  
6) Saudara perempuan yang seibu seayah  
7) Saudara perempuan seayah  
8) Saudara perempuan seibu  
9) Istri  
10) Orang perempuan yang memerdekakannya  
Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan 
hak waris hanya 5 orang yaitu:
51
   
1) Anak perempuan  
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki  
3) Ibu  
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4) Saudara perempuan seayah dan seibu  
5) Istri  
Andaikata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya 
yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:
52
  
1) Ayah  
2) Ibu  
3) Anak laki-laki  
4) Anak perempuan 
5) Suami/istri 
b. Ashobah 
Kata ashobah secara bahasa adalah pembela, penolong 
pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah faraid adalah 
ahli waris yang dalam penerimaanya tidak ada ketentuan bagian yang 
pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak 
mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris ashobah adalah ahli 
waris yang bagiannnya tidak dapat ditetapkan tetapi bisa mendapat 
semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.
53
 
Ahli waris ashobah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai 
hubungan darah garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, 
saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga 
mendapat ashobah apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-
laki. Kelompok ashobah ini menerima pembagian harta waris setelah 
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1) Anak laki-laki  
2) Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah  
3) Bapak  
4) Kakek  
5) Saudara laki-laki kandung  
6) Saudara laki-laki seayah  
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah  
9) Paman kandung  
10) Paman sebapak  
11) Anak laki-laki paman sekandung  
12) Anak laki-laki paman sebapak  




1) Ashobah bi nafsi (dengan sendirinya)  
2) Ashobah bilghairi (bersama orang lain)  
3) Ashobah ma‟al ghairi (karena orang lain)  
Ashobah bi nafsihi adalah kerabat laki-laki yang 
dipertalikan dengan si mati, tanpa diselingi oleh waris perempuan. 
Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya 
tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu 
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laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. 
Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta, setelah 
harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashobul Furud.
56
 
Ashobah bil ghairi adalah orang perempuan yang menjadi 
ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap 
perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki 
untuk menjadikan Ashabah dan secara bersama-sama menerima 
Ashabah).
57
 Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi 
Ashabah, melainkan menjadi Ashobul furud biasa. Seperti:
58
  
1) Anak perempuan beserta anak laki-laki  
2) Cucu perempuan beserta cucu laki-laki  
3) Saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki 
sekandung. 
4) Saudara perempuan sebapak beserta saudara laki-laki sebapak  
Ashobah ma‟al ghairi ialah orang yang menjadi asabah 
disebabkan ada orang lain yang bukan Ashobah. (setiap perempuan 
yang memerlukan orang lain untuk menjadikan Ashobah, tetapi orang 
lain tersebut tidak berserikat menerima ashabah). Orang lain tersebut 
tidak luput menjadi Ashobah. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut 
tidak ada maka ia menjadi ashobul furud biasa, Seperti:
59
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1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan 
dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan 
dengan cucu perempuan (seorang atau lebih). 
2) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan 
dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan 
dengan cucu perempuan (seorang atau lebih) Perlu diketahui 
bahwa saudara sekandung atau sebapak dapat menjadi ashobah 
ma‟al ghairi apabila tidak bersama saudara laki-laki. Apabila 
mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi 
ashobah bil ghairi. 
c. Dzawil Arham. 
Ialah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan pula 
ashobah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu 
sebagai berikut:
60
   
1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan   
2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan 
3) Kakek pihak bu (bapak dari ibu) 
4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)  
5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebpak 
maupun seibu). 
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu  
7) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung 
sebapak seibu)  
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8) Bibik (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari 
bapak.  
9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu 
dengan kakek.     
10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu  
11) Anak perempuan dari paman  
12) Bibi pihak ibu (saudara peremmpuan dan ibu) 
6. Sebab-Sebab Waris Islam 
Seorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 hal, yaitu: hubungan 
kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Ada pun dari beberapa literatur 
hukum Islam lainnya menyebutkan ada 4 sebab mendapat warisan, yaitu: 
perkawinan, kekerabatan, perbudakandan hubungan sesama Islam.
61
 
a. Hubungan Keturunan (Nasab) 
Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab 
yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang meng 
hubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat 
digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:
62
 
1) Furu‟, anak keturunan dari si mati; 
2) Ushul, leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mati; 
3) Hawasyi, keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis 
menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya. 
b. Hubungan Pernikahan 
Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli 
waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi 
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suami nya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya 
hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat 
berikut: Perkawinan sah menurut hukum Islam, yaitu syarat dan rukun 
perka winan terpenuhi, dan antara keduanya telah terjadi akad nikah 
yang sah. Perkawinan masih utuh, yaitu suami istri masih terkait dalam 
tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam 
ke tentuan ini istri yang masih dalam status masa iddah talak raj‟i.
63
 
c. Hubungan Perbudakan 
Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena 
proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak 
ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari 
tuannya begitu juga sebaliknya. Namun pada zaman sekarang 
perbincangan tentang budak hanya menjadi wacana terdahulu saja.
64
 
7. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris. 
Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. 
Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga 
mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut: 
1. Hamba Sahaya (Perbudakan) 
Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua 
keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba 
sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, 
karena dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus 
hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang 
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memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik 
tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab 
dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik 




Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan 
dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat 
bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris 
terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya 
untuk mewarisi harta warisan. Para fuqaha aliran Syafi‟iyah 
berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan 




Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris 
terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 
Kompilasi Hukum Islam: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris 
apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan 
hukum yang tetap dihukum karena: 
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pewaris, 
2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
de ngan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 
berat. 
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Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak 
mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan 
sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada 
keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda 
agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk 
Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang 
ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk 
mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut 
adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat 
kapan dimulainya pembagian harta waris.
67
 Jadi jika pada saat 
kematian pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka 
status ahli waris dengan pewaris adalah dalam keadaan berlainan 
agama, maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan 
warisan. 
4. Bagian Ahli Waris 
Pada penjelasan kali ini penulis akan menjelaskan tentang bagian 
warisan berdasarkan pengelompokan ahli warisnya. 
a. Ahli Waris Utama 
Ahli waris utama dalam hukum waris adalah mereka yang sangat dekat 
hubungannya dengan pewaris, dan juga ahli waris utama ini tidak akan 
terhalang oleh ahli waris lainnya, artinya ahli waris utama ini adalah 
mereka yang pasti akan mendapatkan harta warisan. Mereka ada lah 
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suami/istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Adapun uraian 




Suami bagiannya adalah ¼ jika istri yang meninggal 
mempunyai anak, dan akan mendapatkan ½ jika istri yang meninggal 
tidak mempunyai anak, baik anak yang diperoleh dengan suami yang 
dimaksud ataupun anak yang dia (istri) peroleh melalui perkawinan 




Istri bagiannya adalah 1/8 jika suami yang meninggal 
mempunyai anak, dan akan mendapatkan ¼ jika suami yang meninggal 
tidak mempunyai anak, baik anak yang diperoleh melalui perkawinan 
dengan istri yang dimaksud ataupun anak yang diperoleh dari 




Sedangkan bagian untuk ibu adalah, dia akan mendapatkan 1/6 
jika si pewaris (orang yang meninggal) mempunyai anak, ataupun si 
pewaris mempunyai beberapa saudara, jika pewaris tidak memiliki 




Untuk bagian bapak adalah 1/6 jika pewaris memiliki anak dan 
bapak akan mendapatkan 1/6 bagian dan sisa warisan jika pewaris 
hanya mempunyai anak perempuan, dan jika pewaris tidak memiliki 
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5) Anak Perempuan. 
Bagian anak perempuan adalah jika dia seorang diri maka dia 
akan mendapatkan ½ bagian harta warisan, dan jika dia dua orang atau 
lebih anak perempuan maka mereka akan mendapatkan 2/3 bagian 
harta warisan dan jika anak perempuan menjadi ahli waris bersama-
sama dengan anak laki-laki maka dia menjadi ashobah bilghairi 




6) Anak Laki-laki. 
Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti dia menerima 
warisan dengan jalan ashobah, jika pewaris hanya memiliki anak laki-
laki saja maka dia akan mewarisi dengan jalan ashobah binafsih, dan 
jika pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan maka dia waris 
dengan jalan ashobah bilgairi.
74
 
b. Ahli Waris Utama Pengganti 
Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris 
yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli 
waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang 
digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqih menyebutkan bahwa 
hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan, menurut penulis 
hukum waris Islam mengenal pergantian kedudukan tetapi da lam corak 
yang khas. 
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Mengacu pada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis 
membedakan ahli waris pengganti ke dalam dua kelompok, yaitu ahli waris 
utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti 
terdiri dari nenek sahih kandung, kakek sahih (kandung) cucu perempuan 
dari pancar laki-laki cucu laki-laki dari pancar laki-laki.Sedangkan ahli 
waris pengganti terdiri dari saudara kandung, sebapak dan seibu
75
“. Penulis 
akan menjelaskan tentang ahli waris ini secara rinci di bawah ini: 
1) Nenek. 
Nenek akan dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ibu, jadi 
nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian untuk 




Kakek dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, jadi kakek 
mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Pergantian 
kedudukan bapak oleh kakek ada yang menfsirkan secara mutlak dan 
ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran tersebut 
dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan 
saudara sekandung atau saudara sebapak.
77
 
Abu Bakar ash Shiddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, al-Hasan, Ibnu 
Sirrin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan ba 
pak, kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika 
tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal 
Kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak 
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secara mutlak maka bagian warisnya adalah 1/6 jika pewaris tidak 
memiliki anak, jika pewaris mempunyai satu anak perempuan maka 
kakek mendapat 1/6 bagian ditambah dengan bagian waris ashobah 
(sisa). Dan jika pewaris tidak mempunyai anak maka kakek akan 
mendapatkan ashobah (sisa) dari seluruh harta warisan. 
Sedangkan untuk pendapat yang kedua yaitu dari Ali bin Abi 
Thalib, Ibnu Mas‟ud, Zaid bin Tsabit, dan Jumhur Ulama memandang 
kedudukan kekek tidak sebagai pengganti kedudukan bapak secara 
mutlak. Mereka berpendapat bahwa kakek tidak identik dengan bapak. 
Pergantian kedudukan bapak oleh kakek tidak boleh di analogikan 
dengan pergantian anak laki-laki oleh cucu karena anak hanya punya 
cucu, sementara bapak boleh jadi mempunyai saudara kandung atau 
saudara sebapak Kakek dengan dengan saudara sekandung dan saudara 
sebapak mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal kedudukan 
kakek tidak dipandang sebagai sebagai pengganti bapak secara mutlak 
maka bagian warisnya akan mendapatkan 1/6 bagian jika pewaris 
mempunyai anak, dan jika pewaris hanya mempunyai satu anak 
perempuan maka bapak akan mendapatkan 1/6 bagian ditambah 
dengan ashobah (sisa) dari warisan tersebut. Apabila pewaris tidak 
memiliki anak maka kakek akan mendapatkan seluruh sisa dari harta 
warisan. Sedangkan jika kakek mewaris bersama dengan saudara maka 
pembagiannya dengan cara muqasamah. 
Di dalam muqasamah, kakek dipandang sebagai saudara laki 
laki dan bagiannya ditetapkan sebesar bagian saudara laki-laki, yaitu 2 
bagian dan saudara perempuan sebesar 1 bagian dari sisa harta warisan. 
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Jika dengan cara tersebut bagian kakek lebih besar dari 1/6 dari harta 
warisan, maka itulah bagian kakek. Sementara jika dengan cara 
tersebut bagian kakek lebih kecil dari atau sama dengan 1/6 harta 




3) Cucu Perempuan 
Cucu perempuan akan menjadi ahli waris jika pewaris hanya 
memiliki satu anak perempuan dan ada cucu laki-laki yang menjadi 
ashabah bersama, yaitu cucu laki-Laki dan perempuan. Dalam hal 
kasus seperti ini maka cucu perempuan berkedudukan sebagai anak 
perempuan. Bagian waris cucu perempuan adalah: jika cucu 
perempuan itu seorang diri dan pewaris tidak memiliki anak maka cucu 
perempuan tersebut akan mendapatkan ½. Dan jika cucu perempuan 
tersebut lebih dari seorang maka cucu perempuan tersebut akan 
mendapatkan bagian 2/3, dan akan mendapatkan 1/6 jika cucu 
perempuan tersebut menjadi ahli waris pelengkap, yaitu cucu 
perempuan menjadi ahli waris bersama dengan satu anak perem puan, 
dan apabila cucu perempuan ini bersama dengan cucu laki laki, maka 
mereka menjadi ashobah bilgairi dengan syarat pewaris tidak memiliki 
anak 
4) Cucu Laki-laki. 
Cucu laki-laki dapat menjadi ahli waris jika tidak ada anak laki- 
laki, jadi cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti dari 
anak laki-laki. Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan paman, 
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juga dapat menarik bibi dan saudara perempuan menjadi ashobah 
bilgairi sebagaimana halnya anak laki-laki bapaknya. Dalam hal 
terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama dengan 
cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka 
mereka berserikat menerima bagian bapaknya 
c. Ahli Waris Pengganti. 
1) Saudara Seibu. 
Saudara seibu dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, 
kakek, anak, dan cucu. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan 
maupun laki-laki adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang saja 
maka bagiannya adalah 1/6 sementara jika lebih dari satu orang maka 
bagiannya adalah 1/3 untuk semua. 
2) Saudara Kandung atau Sebapak. 
Saudara kandung atau sebapak sama halnya dengan saudara 
seibu, dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, kakek, anak dan 
cucu. Sedangkan anak dan cucu yang dimaksud di sini anak laki-laki 
atau cucu laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah sebagai 
ashobah, yaitu pemilik warisan sisa. Sementara jika anak yang 
dimaksud adalah anak perempuan maka kedudukan saudara kandung 
sebapak menjadi ashobah. 
5. Asas-Asas Kewarisan Islam 
a. Asas Ijbari. 
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti 
pengalihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya 
berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan 
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dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.
79
 Asas ijabri dapat dilihat 
dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 
Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur‟an surah An-Nisaa ayat 7 yang 
menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari 
harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun 
(bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh 
pewaris, terdapat bagian ahli waris.
80
 
Unsur ijabri ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah di 
tentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan 
furudhul muqaddarah yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah 
diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang ber 
agama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaaan, jadi asas ini 
menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang 
hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang 
harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum 
waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan 
ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan 
dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah An-Nisa ayat ini 
menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah 
yang harus dilaksanakan oleh hamba hamba-Nya. Ayat ini juga 
mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, 
yaitu aturan kewarisan Islam, dan barang siapa yang taat niscaya janji 
Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.
81
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b. Asas Bilateral 
Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta 
warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini berarti 
bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis 
kerabat, yaitu pihak kerabat garis ketu runan laki-laki dan pihak kerabat 
garis keturunan perempuan.
82
  Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa 
jenis kelamin bukan meru pakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. 
c. Asas Individual 
Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan 
dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. 
Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam 
nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang 
berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.
83
 
Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli 
waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya 
bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, 
maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya. Wali 
tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat 
bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan 
mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak 
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d. Asas Keadilan Berimbang 
Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseim 
bangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang di 
peroleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti 
harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara 
yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. 
Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan 
kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang di terima 
oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung 
jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian 
yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan 
tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki 
mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu 
mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota 
keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus 
dilaksananakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu ataukah tidak, 




Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada bebe 
rapat keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung 
kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologi 
gis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan 
tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sen diri dalam 
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rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum 
Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam 
menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan 
sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 
1:1
86
 Jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka 
bagian waris perempuan tidak akan berubah. 
e. Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang 
kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku 
setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini meng 
gambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk 
kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak 
mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.
87
 
6. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris 
Sebelum dilakukan pembagian waris ada beberapa hal yang harus 
dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris, adapun 
kewajiban-kewajiban itu adalah: 
a. Penyelenggaraan Jenazah 
Penyelenggaraan jenazah
88
 adalah biaya untuk mengurus mayat, 
seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Setelah 
hak pertama ditunaikan sisanya barulah digunakan untuk mengurus mayat. 
Diantara kebutuhan tersebut adalah biaya memandikan, mengafankan, 
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menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya di tempat 
yang terakhir. 
Bagi keluarga yang menyelenggarakan jenazah hendaklah jangan 
berlebihan meskipun semua biaya diambil dari harta si mayat, karena 
dikhawatirkan kalau ahli waris yang ditinggalkan memerlukan harta 
peninggalan itu untuk membiayai anak-anak yatim yang tertinggal. 
b. Pembayaran Utang 
Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai 
imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. “Kalau mayat 
mempunyai peninggalan utang, utang itu hendaklah dibayar dari harta 
peninggalannya sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris. Utang si mati 
harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk 
membiayai perawatannya. Melunasi utang adalah termasuk kewajiban 
utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan 
seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia 
dengan surge. 
c. Pelaksanaan Wasiat 
Wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada 
orang lain setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah dalam 
Surah Al-Baqarah ayat 180. 
B. Pengertian Waris Adat 
1. Pengertian Waris Adat 
Istilah “waris” didalam kelengkapan istilah hukum waris adat, diambil 
dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian 
bahwa didalam hukum waris adat tidak semata mata hanya akan 
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menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi 
lebih luas dari itu. 
Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta 
kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakannya istilah 
hukum waris adat dalam hal ini adalah bermaksud untuk membedakan 
dengan istilah hukum waris Barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian 
hukum adat waris, beberapa pendapat para ahli hukum adat dimasa 
lampau mengartikan sebagai berikut : 
a) Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 
mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan 
dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi.
89
 
b) Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang 
Memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, 
tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta 




c) Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang 
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta 
benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele 




d) Wirjono Prodjodikoro, hukum adat waris adalah soal apakah dan 
bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang 
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kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih 
kepada orang lain yang masih hidup.
92
 
Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan 
hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan 
sebagai akibat wafatnya seorang manusia dimana kemudian manusia yang 
wafat ia meninggalkan harta kekayaan.
93
 
Tekanan perhatian warisan dari Wirjono diartikan sebagai cara 
diartikan penyelesaian; penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian 
seseorang. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, warisan itu adalah 
bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat 
bukan bendanya cara dilaksanakan sebelum ia wafat. 
Sesungguhnya mengartikan warisan setelah pewaris wafat memang 
benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau 
hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika melihatnya dari sudut hukum adat 
maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat 




Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris Kepada 
pewaris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara 
penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan  Pemilikan atas 
bendanya oleh pewaris kepada waris. 
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Hukum waris adat, memang mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri 
yang khas Indonesia, berbeda dari hukum waris Islam maupun hukum 
waris Perdata Barat. Latar belakang yang menyebabkan perbedaan itu 
pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong 
guna mewujudkan Kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.  
Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian 
warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, masing-masing merupakan 
unsur esensial (mutlak), yaitu:
95
 
a) Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan Harta 
kekayaan 
b) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima 
kekayaan yang ditinggalkan itu.  
c) Harta-warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” 
yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para Ahli waris itu 
Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta 
pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, 
selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:
96
 
1) Unsur Pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana 
hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi 
oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana peninggal warisan itu 
berada.  
2) Unsur Kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana 
harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris. 
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Unsur Ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana 
wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan 
kekeluargaan dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama 
berada. 
2. Sifat Hukum Waris Adat. 
Jika hukum waris Adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam 
atau hukum waris Perdata Barat, maka nampak perbedaan perbedaannya 
dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan. 
Menurut hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan 
kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang 
tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan 
pada warisnya. Harta warisan adat tidak dapat dijual sebagai kesatuan dan 
uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut 
ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau 
hukum waris Barat. 
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi 
bagikan penguasaan dan pemilikannnya kepada para waris, dan ada yang 
dapat dibagi.  
Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak 
boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati, 
bahkan dapat digadaikan jika sangat mendesak, berdasarkan persetujuan 
para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Sedangkan harta 
warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada 
orang lain, harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar 
54 
 




Hukum waris adat tidak mengenal asas “Legitieme portie” atau 
bagian mutlak sebagaimana hukum waris Barat dimana untuk para waris 
telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan 
sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata, atau didalam Al-
Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 11 dan 12. 
3. Sistem Kewarisan Adat 
Didalam hukum waris adat, secara teoritis dapat di bedakan 
menjadi tiga macam sistem kewarisan, yaitu:
98
 
1) Sistem Kewarisan Individual adalah sistem kewarisan dimana setiap 
waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau 
memiliki harta warisan menurut bagiannya masing masing. Setelah 
harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing warsi 
dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk 
diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, 
anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini 
banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya 
Parental. Biasanya terdapat pada masyarakat adat Jawa atau juga 
masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat 
“Manjae” (mentas, mencar dalam bahasa Jawa), atau juga dikalangan 
masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam; seperti 
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dikalangan masyarakat adat Lampung Pesisir yang mayoritas 
berdomosili di bagian pantai-pantai daerah Lampung. 
99
 
2) Sistem Kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta 
peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris 
kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan 
kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, 
menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem 
ini terdapat di daerah Minangkabau, terkadang juga ditanah Batak dan 
di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem 
kolektif ini berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah 
pimpinan atau penguasaan mamak kepala waris, dimana para anggota 
famili hanya mempunyai hak pakai “ganggam-bauntuik”. Yang serupa 
dengan tanah pusaka di Minang ini adalah “tanah Dati” di daerah 
Ambon. Tanah Dati tidak dibagi-bagikan kepada waris, melainkan 
hanya disediakan bagi para waris untuk dipergunakan terutama para 
anggota keluarga pewaris dibawah pimpinan atau pengurusan kepala 
Dati.
100
 Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang atau tanah 
kalakeran yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi bagi, 
tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak Pakai 
anggota famill dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. 
Yang mengatur dan mengawasi tanah kelakeran adalah tua-tua kerabat 
yang disebut “Tua untaranak”.
101
 
Kebaikan dari sistem kewarisan kolektif adalah masih nampak apabila 
fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan keluarga 
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besar dari sekarang dan masa yang akan datang. Tolong-menolong 
antara satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat dengan 
penuh tanggung jawab masih dapat dipelihara, dibina dan 
dikembangkan. 
Kelemahan dari sistem kewarisan kolektif menumbuhkan cara berpikir 
yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu 
karena tidak selamanya satu kerabat mempunyai kepemimpinan yang 
dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para 
anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah 
luntur. 
3) Sistem Kewarisan Mayorat adalah suatu sistem dimana pada dasarnya 
hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta 
yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang 
bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga 
menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak 
tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua 
yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya 
yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan 
kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah 
tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun 
temurun. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak 
pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai 
pengganti orang tua dalam hal mengurus harta kekayaan dan 
memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak 
tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan 
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Keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa 
dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Kedudukan 
anak tertua terhadap harta peninggalan hanya sebagai penguasa, 
sebagai pemegang amanat orang tua yang di batasi oleh musyawarah 
keluarga berdasarkan azas tolong menolong oleh bersama untuk 
bersama, dengan demikian anak tertua bukannlah pemilik harta 
peninggalan secara perorangan. Sistem Mayorat ini terbagi atas dua 
macam: 
a) Mayorat laki-laki, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat 
Lampung yang beradat Pepadun.  
b)  Mayorat Perempuan, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat 
Semendo Sumatera Selatan. 
Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis 
keturunan, menurut Prof. Hazairin “Sifat individual ataupun kolektif 
maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung 
menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu 
berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat 
ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai 
dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di 
tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan 
sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat. itu, selain 
dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo 
dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang dayak di Kalimantan 
Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan 
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4. Pembagian Waris Adat Semende 
 Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan 
tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris 
dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh 
pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya 
adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu 
genarasi kepada keturunannya. Di dalam hukum adat sendiri tidak 
mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan 




Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal 
banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi 
secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat 




Dalam tulisan ini hanya akan dibahas sistim kekeluargaan matrilineal 
adat Semendo. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia terbitan LP3ES 
menyebutkan, suku Semendo atau Semende berasal dari kata se yang 
berarti satu dan mende yang berarti induk atau ibu. Masyarakat suku ini 
terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat yang bermukim di 
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daerah Kabupaten Muara Enim, dan Semende Lembak yang bermukim di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu.
105
 
Dengan tradisi Tunggu Tubang yang mereka anut, dalam ensiklopedi 
tersebut masyarakat Semendo dikategorikan sebagai salah satu penganut 
prinsip kekerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. 
“Sesuai dengan tradisi Tunggu Tubang, anak perempuan paling tua 
menjadi pemegang hak warisan keluarga. warisan berupa rumah dan 
sawah itu tidak boleh dijual.
106
 
Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau 
memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk 
menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Dalam 
sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara 
dan penyimpan. 
Anak perempuan tertua mengacu ke anak perempuan pertama yang 
dilahirkan dalam keluarga. Artinya, bisa jadi anak perempuan tertua itu 
dalam urutan keluarga memiliki kakak laki-laki. Tradisi yang telah 
berjalan selama ratusan tahun itu, bertujuan untuk memastikan bahwa 
harta keluarga berupa rumah dan sawah tetap bisa dimanfaatkan oleh 
seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi ke generasi. Tradisi ini 
agaknya didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan 
kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya 
untuk memeliharanya. 
Menjadi seorang pewaris Tunggu Tubang tidak membuat seorang 
perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan 
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sehari-hari, selain harus mengurus rumah tangganya sendiri, perempuan 
pewaris tunggu tubang dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan 
kebun (kebun kopi).  
Kewajibannya sebagai penunggu rumah dan pengelola sawah warisan 
mengharuskan perempuan pewaris Tunggu Tubang “bertahan” di 
kampung halaman mereka. Namun saat ini, perkembangan zaman 
memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris Tunggu 
Tubang untuk keluar dari rumah dan tidak melepas statusnya sebagai 
Tunggu Tubang. 
Seandainya muncul permasalahan dalam keluarga, perempuan pewaris 
tunggu tubang harus mendengarkan pendapat saudara laki-lakinya. Anak 
laki-laki, dalam adat berkedudukan sebagai ahli meraje atau pihak yang 
dimintai pendapatnya atas suatu perkara. Biasanya keputusan atas 
masalah-masalah besar dilakukan oleh ahli meraje.
107
 
Pembagian warisan pada Suku Semende berlaku dua jenis kewarisan, 
yakni kewarisan dengan sistem Tunggu Tubang dan kewarisan dengan 
memakai hukum Islam, dan yang dipakai saat ini adalah kewarisan dengan 
sistem Tunggu Tunggu Tubang. Dalam kewarisan adat Tunggu Tubang, 
harta diberikan atau diwariskan hanya kepada anak Tunggu Tubang 
seorang dengan ketentuan harta itu tidak bisa diperjual belikan. Anak 
Tunggu Tubang hanya berhak mengelola dan mengambil manfaat dari 
harta tersebut. 
Kewarisan adat Tunggu Tubang terjadi ketika orang tua masih hidup 
ataupun telah wafat. Harta ini hanya diwarisi oleh seorang anak Tunggu 
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Tubang dengan mengikuti dibalik harta itu kewajiban untuk mengurusi 
keluarga dan kerabat Tunggu Tubang. Jadi secara tidak langsung anak-
anak yang lain telah mendapatkan haknya atas harta itu. Sistem ini 
diberlakukan karena untuk menjaga silaturahmi dan menjaga harta orang 
tua. Sedangkan harta selain harta Tunggu Tubang dibagi rata dengan 
kebijaksanaan orang tua. 
Sedangkan sistem kewarisan Islam dipakai jika harta Tunggu Tubang 
ingin dibagi secara Islam, namun sistem ini baru berlaku jika semua anak 
dan Meraje setuju untuk memberlakukan sistem ini. Kalau sistem ini 
berlaku, maka tidak ada yang berbeda atau tambahan apapun pada Suku 
Semende Darat Ulu. 
Kewarisan Islam ini tidak berlaku dengan maksud dan tujuan agar 
terjaganya kemaslahatan harta warisan Tunggu Tubang untuk pewaris 
yang akan datang. Tradisi ini juga berlaku turun temurun sejak nenek 
moyang suku Semende. 
Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat semendo 
yang memegang kekuasaan atas semua harta didalam keluarganya 
dibawah pengawasan pria sebagai Meraje sebagai pengawas supaya harta 
seluruhnya tidak rusak dan hilang, dengan syarat Tunggu Tubang harus 
tetap berada dirumah dan tidak pergi paska atau setelah ia melakukan 
pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat semendo 
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harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga tradisi 
turun-temurun didalam rumah tersebut.
108
 
Sistem pada masyarakat adat semende tebilang cukup unik. Dalam 
suku ini terdapat istilah Tunggu Tubang, yang merupakan status yang 
dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana 
status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun 
temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan 
tertua menginjak menikah. 
Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang 
diterapkan pada masyarakat suku semendo, menarik garis keturunan dari 
ibu yang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima dan 
menjaga harta warisan adalah anak perempuanyang terlahir pertama yang 
dalam suku ini disebut tunggu tubing. 
Pembagian harta warisan menurut adat semendo lebih mengutamakan 
perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka meninggal dunia 
otomatis harta dapat diberikan kepada anak perempuan tertua. Walaupun 
semua harta jatuh kepada anak perempuan tertua bukan berarti harta 
tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan. 
5. Syarat-Syarat Waris adat 
Kewarisan yang sudah menjadi turun temurun dalam adat semendo 
merupakan kewarisan yang sifat susunan kekeluargaan matrilinial dimana 
tidak ada pembayayaran jujur, setelah kawin suami masuk dalam keluarga 
istrinya sebagai orang semendo karena anak perempuan tertua dalam adat 





semendo merupakan Tunggu Tubang yang telah difungsikan sebagai 
penjaga harta atau pusaka keluarganya.
109
 
Dalam pembagian harta warisan dalam pembicaraan Ulama Semendo 
(pada zaman Haji Abdu‟rasyid) menjadi khotib bersama tuan guru Ahmad 
Klantan Malaysia. Dalam putusan nya yaitu: “harta pusaka tinggi turun 
temurun dan harta pusaka rendah tidak boleh dibagi. hanya dijaga, 
dipelihara oleh sekalian ahli waris supaya jangan rusak, ataupun hilang” 




a) Karena sayang kepada saudara perempuan, dan mengangkat derajat ibu.  
b) Menegakkan persatuan keluarga, pikiran dan harta  
c) Menjaga kehidupan 
d) Membangun sifat gotong royong   
e) Menggerakan sifat sosial. 
Adapun Undang-Undang (peraturan-peraturan) Tunggu Tubang yang 
wajib dilakukannya setelah menikah didalm masyarakat semende yaitu:  
a) Menunggu harta pusaka   
b) Tunggu Tubang wajib memelihara kedua orangtuanya sampai mati  
dengan secara baik dan sopan.  
c) Memelihara Lautan, adik perempuan sampai berumah tangga (kawin).  
d) Mematuhi perintah teku Jurai dalam segala urusan yang baik 
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e) Memelihara tamu dari dekat keluarga keluarga jauh baik lama atau 
Sebentar 
Dengan Undang-Undang (peraturan-peraturan), Tunggu Tubang harus 
mematuhi dan memelihara pusaka berupa rumah, sebidang sawah, kebun, 
dan sebuah kolam (tambak ikan). 
Pusaka yang telah diberikan kepada anak perempuan tertua yakni 
Tunggu Tubang harus dijaga baik setelah bersuami dan lelaki yang 
menjadi suami tersebut tidak merasa hina sebaliknya pula dimana Tunggu 
Tubang datang pada keluarga laki tetap seimbang, sering terjadinya 
dimana dala pernikahan Tunggu Tubang cerai (mati), anak-anaknya tetap 
tinggal pada ibunya serta barang barang yang ayahnya sudah diisikan tidak 




Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh puyang-puyang menjadi bahan 
pokok acara pada waktu sidang puyang Awak. Bahan materi tersebut 
diteliti, dibaca dan diteliti bersama. Memutuskan “anak cucu puyang 
Awak mayoritas 90% menganut agama Islam dimana harta pusaka tinggi 
maupun harta pusaka rendah tidak boleh dibagi”. 
Akibat dalam tidak mengetahui adat, sekarang sudah sering terjadi 
pelanggaran yakni:  
1) Anak belay (Tunggu Tubang) meninggalkan harta pusaka   
2) Mereka mencari dan berusaha ketempat lain 
3)  Harta pusaka dianggap bernilai rendah  





4) Adat istiadat dianggap remeh 
Bagi para Meraje (pemimpin)  yang kurang memahami adat acap kali 
mengambil keuntungan dari harta pusaka Tunggu Tubang. Dimana nenek 
moyang telah menggariskan bahwa anak belay (Tunggu Tubang) adalah 




Jadi dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tertua yang 
memperoleh harta dalam adat semendo kewarisannya dapat hilang apabila 
Tunggu Tubang tersebut tidak mematuhi apa yang sudah menjadi adat 
istiadat sebagaimana yang sudah diajarkan puyak awak (nenek moyang) 
terdahulu, dengan melanggar apa yang sudah menjadi tradisi turun 
temurun. 
C. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian pustaka terhadap 
beberapa karya ilmiah yang dibuat sebelum penelitian ini. Ada beberapa karya 
ilmiah yang telah peneliti review dan mendekati penelitian yang hendak 
peneliti lakukan, yaitu: Skripsi yang bejudul “Kesadaran Hukum Masyarakat 
Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat)” 
yang ditulis oleh Mariyah. Dalam skripsi ini, Mariyah meneliti tentang 
pengetahuan dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kapuk terhadap hukum 
waris Islam. Penelitian ini juga membahas tentang sikap dan perilaku 
masyarakat terhadap hukum waris Islam. Sedangkan penelitian yang hendak 
peneliti lakukan adalah berkenaan dengan sebuah sistem kewarisan yang 





berlaku di masyarakat Semendo Darat Ulu. Bukan membahas kepada 
kesadaran atau sikap perilaku masyarakat. Hal lain yang membedakan 
penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah peneliti juga membandingkan 
aspek hukum dari sistem kewarisan tersebut dipandang dari hukum Islam 
(fikih) dan Kompilasi Hukum Islam. 
Terakhir yakni jurnal yang berjudul “Tunggu Tubang Dalam 
Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” yang ditulis oleh 
Azelia Velinda dan kawan-kawan. Dalam jurnal ini, Azelia dan kawan-kawan 
hanya membahas tentang apa itu Tunggu Tubang, harta Tunggu Tubang, hak 
dan kewajiban anak Tunggu Tubang. Jurnal ini hanya membahas sebagian 
kecil  dari skripsi yang hendak penulis susun. Sedangkan bahasan penulis lebih 
luas dan mendalam mengenai kewarisan adat Tunggu Tubang. Skripsi yang 
hendak penulis susun ini berbeda secara signifikan dalam aspek meninjau adat 
Tunggu Tubang dengan hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam 
Melihat skripsi yang telah penulis uraikan di atas, penulis berpendapat 
bahwa skripsi yang hendak penulis teliti adalah berbeda dengan penelitian 
yang telah lalu. Skripsi pertama membahas tentang kesadaran hukum terhadap 
waris. Jurnal Azelia dan kawan-kawan fokus kepada bagaimana Tunggu 
Tubang dalam proses pembagian waris. Sedangkan penulis fokus kepada adat 
Tunggu Tubang Semendo dan meninjaunya dari hukum Islam (fikih) dan 
Kompilasi Hukum Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa skripsi yang hendak 
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